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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh
Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum berkekuatan
hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)". Pengrusakan marwah pengadilan (
Contempi of Court ) di Indonesia yang berkaitan dengan Trial by the Press hingga
saat ini dampak yang ditimbulkan adalah bagi putusan hakim yang belum
berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Rumusan masalah yang
diangkat dafam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana
Coniempt of Court di berbagai ncgara serta bagaimana kebijakan pidana di
Indonesia  mengatur Trial by the Press bagi putusan hakim yang belum
berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Metode penelitian yang
digunakan adalah penclitian hukum nonmatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Centempt of Court diatur sccara texsirat di dalam Kitab Undang Undang
Hukum Pidana di Indonesia, tetapi belum terdapat pengaturan trial by the press
dalam pasal - pasalnya, kemudian kebyjakan Trial by the Press di dalam Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Pers yang
mengaturnya befum menvertakan bagaimana sauksi terhadap dampak Tidal by the
Press bagi putusan hakim yang belun heckckuatan tukum tetap (Inkracht Van
Gewijsde) . Dapat disimpulkan beidasaran aturan mengenai Contempt of Couri
berbagai negars, indenesia belum memniliki  kebijakan hukum pidana berkaitan
dengan Trial 55 the Pross bemer moamiliki keterkaitan ferhadap putusan yarg
belum berkekuztan hukum t=zap, hsl ini dikeinbalikan pada independensi hakim
dalam memutuskan perkara. MNamun kobijakan hokum harus tetap ditegakkan
yakni terkait dampak Trial by the Press di [ndonesia,

Kata Kunci : Contempt of Court , Trial by The Press , dan Penjatuhan Putusan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum yang kini menyorot adanya dinamika dalam suatu
pengaturan di Indonesia yakni dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan
hukum pidana . Secara sosiologis, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
selanjutnya disingkat sebagi “KUHP”) terlihat sudah kurang sesuai dengan nilai
yang ada di dalam masyarakat serta dinilai lambat dalam hal merespon peristiwa
hukum yang sangat dinamis .> Namun peristiwa hukum yang dinamis tersebut
melahirkan undang — undang khusus dan diatur dalam Pasal 103 di dalam KUHP
sesungguhnya dianggap sebagai suatu tali penghubung antara KUHP dengan
Undang — Undang diluar KUHP yang di dalam pasal tersebut terdapat asas yang
menafsirkan adanya hukum yang bersifat khusus serta hukum yang bersifat umum
yakni Lex Specialis Derogat Lex Generalis bahwa aturan khusus
mengesampinkan aturan umum 2

Perumusan norma — norma yang ada dalam hukum pidana di luar KUHP
saat ini melahirkan sistem norma yang memiliki nilai serta asas dalam hukum
pidana yang tanggal dari ketentuan umum di Buku I KUHP , bahkan dipandang

kaitannya menggunakan Buku I dan Buku Il KUHP tak jarang

Y Mudzakkir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan
Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan),” Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 2008 , him.12.

2 Letezia Tobing, “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis,”, 2012,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis
, diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.12 WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis

Terdapat duplikasi atau pengulangan pengaturan, yakni aturan norma yang sama
diatur pada dua peraturan yang tidak sinkron disertai suatu kebijakan pidana yang
tidak sama.? Kebijakan Pidana itu sendiri perlu dilakukan pembaharuan mulai dari
adanya unifikasi dan harmonisasi hukum yang jelas terhadap dinamika hukum di
Indonesia .

Dinamika perubahan aturan perundang — undangan di luar KUHP
tepatnya di era globalisasi saat ini dapat kita lihat melalui kemajuan dari adanya
kebebasan berpendapat dan berekspresi yakni setiap orang itu berhak dalam
meyakini kepercayaannya , pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya masing —
masing , kemudian setiap orang juga berhak untuk berkomunikasi ,
menyampaikan , dan memperoleh informasi dalam hal pengembangan pribadi
maupun sosial sesuai dengan isi dalam pasal 28 E dan Pasal 28 F Undang —
Undang Dasar tahun 1945. *

Hak kebebasan berpendapat seringkali disalah-gunakan oleh oknum
tertentu yang mana dalam penelitian ini oknum tersebut berlandaskan media . Pers
. Walaupun hak asasi manusia berbatasan dengan hak asasi manusia yang lain
tetapi kebebasan berpendapat jangan sampai disalahgunakan oleh beberapa piha k
pemegang kekuasaan yakni berkaitan dengan penyebaran informasi . Merujuk
kepada manfaat pers itu sendiri yang menjadi wadah untuk memberikan informasi

, berekspresi dan berpendapat kini Pers yang menguasai hampir keseluruhan

* Ibid.

4 Mella Ismelina Farma Rahayu, “Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana:
Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi,” Mediator: Jurnal Komunikasi 8, no. 1
(2007): 125-30 . https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/ article/view/1232 , diakses
pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 10.02 WIB. , him. 126.




bidang jurnalistik dalam bentuk publikasi juga menjadi resiko terjadinya Publikasi
berlebihan ( overpubliced ). Menurut Black’s Law Dictionary , Pers diartikan
sebagai kumpulan publikasi atau publikasi yang memberikan sentimen dan opini
seseorang melalui media. yang beritanya dikeluarkan dari Pers itu sendiri . Pers
pula merupakan media berkemampuan dalam menyampaikan suatu informasi
kepada khalayak umum yakni masyarakat tentang berbagai jenis berita terkait
peristiwa hukum yang terjadi secara langsung dimanapun dan kapanpun dan
sekaligus memberikan opini terkait berita tersebut sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini ,° Pengaturan Pers itu sebenarnya tidak hanya kepada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers selanjutnya disebut UU Pers , tetapi
juga kepada Kode Etik Jurnalistik yang digunakan untuk pedoman .’

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Pers telah mengungkap bahwasanya
kewajiban Pers nasional itu sendiri berupa pengendalian sosial .Namun karena
sering terjadinya publikasi berlebihan ( overpubliced ) sehingga fungsi kontrol
pers dinilai belum atau kurang mampu mengontrol tersebarnya berita — berita
melalui media surat kabar maupun secara online .2 Berkaitan dengan fungsi

kontrol atas publikasi berlebihan oleh pers dapat digarisbawahi beberapa istilah

yang salah satunya beririsan dengan bagaimana isu maupun peristiwa hukum

® Henry Campbell Black and Joseph R. Nolan, Black’s Law Dictionary : Definitions of
the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul,
Minn : West Publishing Co. , 1990. , him. 822.

® Meyviyanti Hostiana and Ibrahim R, “Intervensi Pers Terhadap Kemandirian Hakim
Dalam Memutus Perkara,” Universitas Udayana, 2018.hIm.2 .

" Maya Rachmawaty, “Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik,” 2019,
http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty.  pdf.
diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 11.12 WIB.

8 Amir Machmud NS, “Mengartikulasikan Trial By the Press’ Dalam Kemasan
Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan,” Masalah-Masalah Hukum 45, No. 1, 2016
, him.41.




diselesaikan dalam peradilan di Indonesia yakni Trial by the Press . Trial by the
Press jika diterjemahkan secara harfiah dari berbagai negara dikenal dengan
sebutan “Pengadilan oleh Pers” (selanjutnya akan disebut dengan “Trial by the
Press « ) , hal ini terdapat dalam laporan penelitian hukum Badan Pembinaan
Hukum Nasional di tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya Pers dapat
bertindak sebagai peradilan yang seakan- akan dapat mencari bukti , meganaisa
dan mengkaji dan kemudian dikemas dalam bentuk berita yang dapat menggiring
opini masyarakat luas ketika terjadi peradilan itu berlansung .° Pengadilan oleh
Pers” sebenarnya merupakan kalimat pengandaian dari dampak yang terjadi yaitu
seakan — akan Pers layaknya pengadilan atau institusi yang dapat mengadili
ketika memberitakan suatu isu dalam media cetak , online , maupun secara
langsung yang dalam hal ini berkaitan dengan berbagai peristiwa hukum yang
sedang marak terjadi tepatnya di Indonesia dan kemudian masyarakat turut
mengadili isu ataupun peristiwa tersebut .

Trial by the Press juga dapat diartikan sebagai peradilan sepihak karena
hanya dari sati sisi yakni oleh media disajikan dalam bentuk berita yang kemudian
dampaknya adalah opini masyarakat yang seakan — akan menuduh tersangka atau
terdakwa diklaim bersalah padahal belum ada putusan hakim yang tetap ( Inkracht

Van Gewijsde ).1° Jika melihat implikasi hukum dari istilah yang kita kenal Trial

% Ni Putu Noni Suharyanti, “Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak
Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media,” Jurnal Advokasi 5, no. 2 , 2015 ,:
123-38 , http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/153., diakses pada tanggal 02
Agustus 2021 pukul 11.37 WIB. , him. 126.

19 Nirmala Sari, “Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah,” Rio Law Jurnal 1, no. 1 ,2020, https://ojs.umb-
bungo.ac.id/index.php/R10/article/view/408, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 12.04
WIB. him.1.




by the Press terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan dinilai
merugikan karena Independensi hakim dalam membuat putusan khususnya yang
belum Inkracht Van Gewijsde tidak boleh terpengaruh oleh media yang dalam hal
ini berbagai pemberitaan Pers yang muncul disaat proses pemeriksaan perkara
sedang berlangsung. Sebagai akibatnya , Trial by the Press secara tidak sengaja
dapat mensugesti putusan hakim pada saat penjatuhan vonis dan disebabkan oleh
tuntutan massa tadi karena pemberitaan yang terus menerus mengintervensi .
Dalam hal ini indepedensi hakim lah yang dapat menentukan bagaimana
mempertimbangkan apa yang seharusnya diputuskan . Regulasi Pers yang
berkaitan dengan penyebarluasan informasi terletak dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 1,
2, 3 dan Pasal 28 ayat 1 UU Pers. !

Kebebasan Pers juga merupakan hak asasi manusia yang dipertegas bahwa
setiaporang memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat tanpa gangguan
dalam mencari dan menyampaikan informasi secara lengkap pengertiannya
termaktub pada Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.*?
Walaupun Pers memiliki kemerdekaan yakni kebebasan berpendapat untuk
menyebarluaskan gagasan dan informasi ,tetapi harus dipahami bahwa gagasan
dan informasi tersebut haruslah didasarkan oleh sumber yang tepat, akurat, dan
benar agar tidak mengakibatkan terbentuknya opini masyarakat yang salah dan
berujung dengan pemeberitaan masal yang berlebihan .** Fungsi kontrol sosial

yang dimiliki Pers dalam menganalisis suatu permasalahan justru kurang

1 |_ihat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers TLN .
“Ipid , him. 10.
3 Meyviyanti Hostiana and Ibrahim R, Op. Cit., him. 4.



dimanfaatkan dengan baik , pasalnya banyak sekali berita yang berada dibawah
kontrol Pers dalam suatu media ternyata tidak terbukti benar , dimana pihak yang
diberitakan justru tidak terbukti bersalah. Hal ini dapat menimbulkan praduga
bersalah dalam proses peradilan karena keputusan yang belum tetap (Inkracht Van
Gewijsde )dan pencemaran nama baik bagi pihak yang namanya dirugikan pasca
peradilan .

Realita saat ini acapkali putusan-putusan hakim terintervensi oleh
pendapat khalayak masyarakat yang lahirnya dari siaran di media . Pers yang
seakan —akan mengadili sehingga menggiring opini publik . Fungsi Pers ketika
berhubungan dengan menegakkan hukum haruslah mampu menjadi media ,
pengendalian yang Kini justru berganti menjadi sarana untuk intervensi dunia
maya yang semena — mena terhadap suatu pemberitaan padahal putusan hakim
belum tetap (Inkracht Van  Gewijsde) dan dirasa dapat mengintervensi
independensi hakim dalam mengambil putusan suatu perkara di persidangan.**

Sistem Peradilan Pidana memuat proses melalui sebuah mekanisme dari
beberapa lembaga penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di persidangan sampai dengan pembacaan putusan , lalu yang
terakhir pelaksana putusan saat ini dikenal sebagai Lapas yaitu lembaga
pemasyarakatan . Proses hakim dalam menetapkan suatu putusan berupa proses
yang dinilai paling sulit , dilematis serta memiliki tingkat perdebatan yang

tinggi.*> Upaya tersebut dalam menemukan dan mengimplementasikan hukum

' Amir Machmud NS , Loc. Cit., him. 41 — 44
> Achmad Rifai, " Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya
Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan", Makassar, Nas Media Pustaka, 2020, him. 40.



yang tingkat kontroversi tinggi ini acapkali memicu rasa kecewa di hati
masyarakat. Adanya rasa tidak puas di kalangan masyarakat ini merujuk pada
bagaimana masyarakat menilai korban maupun terdakwa pada proses peradilan
yang masih berlangsung dan sangat jelas memiliki pengaruh besar bahwa adanya
Trial by the Press padahal belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
(inkhract) dapat mempengaruhi asas praduga tidak bersalah bagi terdakwa dan
juga hakim dalam membuat suatu putusan . Walaupun independensi hakim tidak
boleh terpengaruh dengan adanya Trial by the Press , tetapi kebijakan pidana
terkait Trial by the Press masuk kedalam pengrusakan terhadap marwah
peradilan ( Contempt of Court) atau sering juga disebut penghinaan terhadap
peradilan (selanjutnya akan disebut dengan “Contempt of Court* ) . Dan seperti
yang kita ketahui hingga saat ini sanksi bagi Pers ataupun penanganan dampak
yang di akibatkan belum diatur di Indonesia .

Contempt of Court sendiri telah menjadi persoalan berabad — abad yang
salah satu penyebabnya “Scandalaizing the Court” yaitu sebuah larangan untuk
menyerang sifat ataupun tindakan tidak memihak atau integritas hakim . penyebab
inilah yang sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas

16

informasi dan kemerdekaan Pers . Maka dari itu , perlunya pengaturan

mengenai Contempt of Court dalam suatu Undang-Undang sebagai produk

16 Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, and Taslim, Buku Ajar Contempt of Court,
Cetakan ke, vol. 148 ,Unsri Press, 2020., https://repository.unsri.ac.id/29239/ ., pada tanggal 03
Agustus 2021 pukul 20.22 WIB., him. 68.




hukum yang tentunya mengatur secara tegas atau khusus terkait Contempt of
Court "

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertantang untuk
menganalisis lebih mendalam terkait “ Kebijakan Hukum Pidana mengenai
Pengadilan oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum

Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) *.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah peneliti terangkan pada latar belakang
diatas , adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan ini
yaitu:
1. Bagaimana Kkebijakan hukum pidana terkait Penghinaan Terhadap
Pengadilan (Contempt of Court ) di berbagai Negara?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai Pengadilan oleh Pers
(Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum

Tetap (Inkracht Van Gewijsde) ?

C. Tujuan Penelitian
Dalam melakukan suatu penelitian tentunya penulis mempunyai tujuan
yang hendak dicapai, berikut ini merupakan tujuan dari penulisan karya tulis
ilmiah yang hendak penulis capai yaitu:
a. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait Penghinaan

Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) di berbagai Negara untuk

Y Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, and Taslim, "Buku Ajar Contempt of
Court", Cetakan ke, vol. 148 ,Unsri Press: Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang, 2020.,
him. 8.



melihat persamaan dan perbedaan dari beberapa negara yang mengatur
Contempt of Court .

b. Mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana mengenai
Pengadilan oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum

Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).

D. Manfaat Penelitian
Dalam menulis suatu penelitian tentunya diharapkan akan mampu
memberikan manfaat dari segi penulis maupun pembaca dan juga kegunaan baik
secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yaitu :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai kebijakan hukum pidana konsep sistem peradilan pidana terkait
kebijakan hukum pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan
(Contempt of Court ) di berbagai negara dan kebijakan hukum pidana
mengenai pengadilan oleh pers (Trial by the Press) bagi putusan hakim
yang belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
b. Penelitian ini diinginkan dapat memperlihatkan pemikiran dan
peningkatan pada kebijakan hukum pidana di bidang hukum terkait dengan
Pers , serta dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian
selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan khususnya

dalam Hukum Pidana
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan
memberikan kontribusi praktis yang kiranya dapat menjadi informasi yang tepat
dan akurat untuk menjadi acuan praktis bagi masyarakat , praktisi maupun
akademisi serta mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di
bidang hukum pidana mengenai Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan
oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan

Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana mengenai
Pengadilan oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum
Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)” ini memiliki ruang lingkup
berupa kebijakan hukum pidana dan upaya hukum pada regulasi terkait Pers yang
tercantum pada UU Pers , Kode Etik Jurnalistik , dan beberapa peraturan lainnya
, serta regulasi berkaitan dengan Contempt of Court tentang Trial by the Press

yang tersebar pada beberapa pasal KUHP .

F. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang Kebijakan
Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan
Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) , maka

penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:
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1. Pers

Secara etimologis , Istilah Pers berasal dari bahasa Belanda yaitu
Pers yang artinya menekan atau mengepres dan istilah Pers juga berasal
dari bahasa latin yaitu Pressus yang berarti telah di tekankan , serta dalam
bahasa inggris istilah pers dikenal yaitu Press yang juga berarti tekan .*2
Kemudian arti Pers secarah harfiah merunjuk pada media komunikasi
yang menjadi perantarasuatu barang cetakan .**Pers merupakan Lembaga
yakni suatu lembaga sosial untuk berkomunikasi baik secara individu mau
secara massa dalam jurnalistik untuk menyampaikan informasi baik
dalam bentuk tulisan maupun suara.”’. Di dalam Ensiklopedia Nasional
Indonesia Jilid 13, Pengertian pers dalam arti luas merupakan media cetak
and elektronik yang memuat laporan dalam bentuk fakta , pendapat , usul
yang ditujukan kepada masyarakat luas mulai dari pengumpulan material
bahan hingga sampai pada penyiaran . Kemudian Pers dalam arti sempit
adalah media tercetak seperti koran, majalah dan buletin . %

Kedudukan Pers dalam berbagai literatur terdapat empat teori yang

di kemukakan oleh Wilbur Schramm , Theodore Peterson dan Fred

18 Solehan, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI )
Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Reporter ( Studi Di Jambi TV ) ” Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018, http://repository.uinjambi.ac.id/396/1/SKRIPSI FULL -
Ehan Solehan.pdf. , diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 08.39 WIB , him. 11-12 ,him. 20.

Y Ramli, “kedudukan dan fungsi dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers”
Skripsi  ,Universitas  Hasanuddin, 2017, http://103.195.142.59/uploaded_files/temporary
[digitalcollection/ntzkztziowzizjjjmmezyjiwyjzInjasndiSnmu3zmflztjhnzk1zg==.pdf.,diakses pada
tanggal 9 Agustus 2021 pukul 08.46 WIB , him. 11-12 him . 20.

20 |jhat Pasal 1 Angka 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers

? Ibid. , him. 20 - 21
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S.Siebert dalam bukunya Four Theories of the Press . Keempat teori
tersebut yaitu : %

1. Teori Pers Authoritarian

Teori ini mulanya berkembang di negara monarki di Eropa dimulai
dari negara di Inggris, Perancis, dan Spanyol, yang pada zaman berikutnya
meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, amerika latin dan Negara-negara Asia.”®
Teori Pers Authoritarian terjadi pada masa renaissance yakni ketika
otoritas tertinggi dipegang oleh kerajaan dan gereja yang beranjak pada
premis bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari
sekelompok orang yang dianggap bijak . Penguasa dalam Teori Pers
Authoritarian memfungsikan Pers sebagai sarana pemberi informasi
tentang apa yang dianggapnya perlu diketahui dan didukung oleh rakyat.

Kontrol Pers sendiri sebenarnya bergerak dari atas ke bawah.

2. Teori Pers Libertarian

Teori Pers Libertarian ditemukan pada abad 17 — 19 akibat
terbentuknya kesaradaran akan demokrasi , politik ,kebebasan serta
peningkatan persebaran yang luas dari segi perekenomian pada masanya .
Teori ini berasal dari sebuah premis bahwa dituntun bukanlah keharusan

bagi makhluk seperti manusia, sebab manusia memiliki kemampuan dalam

22 Irman Syahriar, Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di
Indonesia, Cetakan ke- 1 ,Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.,him. 32-33.

2 Didit Agus Triyono, “The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media
Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian
Media Theory,” Jurnal Pengembangan Humaniora 13, no. 3 (2013): 194-201,
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/483/408. , diakses pada tanggal 9 Agustus
2021 pukul 09.02 WIB , him. 11-12 him. 195
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menilai dan memilah dari sekian banyak alternatif secara tepat. Pencarian
kebenaran pun dianggap sebagai hak asasi manusia. Libertarian theory
merupakan dasar modifikasi social responsibility theory, dan bertolak
belakang dari Authoritarian Theory . Dalam teori Pers Libertarian ,**
manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan.
Kebenaran bukan lagi milik kodrati manusia. Dan pers dianggap partner
dalam mencari kebenaran. Fungsi Pers adalah sebagai mitra pencarian
kebenarandan sebagai alat untuk mengawasi kebijakan pemerintah bukan

hanya sebagai instrumen .

3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori perkembangan dari Libertarian theory yang berkembang
menjadi New Libertarian atau libertarian baru. Teori pers tanggung jawab
sosial berkembang pada abad XX beberapa negara non komunis . Teori
pers tanggung jawab sosial menunjukan bahwasanya pers mempunyai
tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam menyajikan informasi
yang objektif dan teori ini kemudian merefleksikan ketidakpuasannya

terhadap interpretasi fungsi serta pelaksanaan yang dilakukan pers.®
4. Teori Pers Soviet Komunis

The Soviet-Communist Theory sering disebut Totalitarian Media
Theory (Pers Totaliter). Teori Pers Soviet Komunis berkembang di era

nazi atau pada masa puncaknya komunis di dunia yakni disebut sebagai

2 1bid. , him. 196
2 bid. , him. 197
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propaganda kuat dari klompok plural yang ditujukan pada suatu budaya
politik. Kontrol media ketika kekuasaan dari segi politik menjadi dominan
dapat dijadikan usaha mutlak dalam pencegahan adanya penyimpanan dari

yang seharusnya .%

UU Pers sudah membatasi perbedaan berkaitan dengan kebebasan
Pers di Indonesia dan tanggung jawab sosial Pers yang berlaku
menyeluruh . kemerdekaan dan kebebasan berpendapat Pers merupakan
perwujudan kedaulatan ,serta kebebasan berpendapat masyarakat yang
memiliki prinsipdemokrasi, keadilan, dan juga supremasi hukum sesuai
dengan Pasal 2 UU Pers. Walapun menegaskan kemerdekaan Pers sebagai
hak asasi manusia, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan Pers
harus disertai kesadaran penegakan supremasi hukum, pelaksanaan
kewajiban profesi dalam kode etik jurnalistik , serta sinkron dengan rasa
hati nurani Pers.?’ ltulah mengapa publikasi berlebihan berkaitan dengan
Trial by the Press dari media harus di kontrol karena berhubungan dengan
penegakan supremasi hukum dan pertanggungjawaban profesi yang saat
ini dibutuhkan regulasi yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan
tanggung jawab sosial sebuah Pers dengan proses peradilan yang

berlangsung agar tidak terjadi Contempt of Court.

* Ibid. , him. 199
%7 Lihat bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers . LN No.
166/1999 ,TLN No. 3887.



15

2. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Macam istilah asing terkait perbandingan atau komparatif hukum ,
antara lain Rechtsvergelijking dalam bahasa belanda , Comparative
Jurisprudence, Foreign law, dan Comparative Law dalam bahasa inggris
Droit Compare dalam bahasa perancis , dan Rectsvergleichung atau
Vergleichende Rechlehre dalam istilah jerman .? Perbandingan hukum
berfungsi untuk rekonstruksi sistem hukum yakni dalam penelitian ini
berkaitan dengan Hukum Pidana . Dalam buku Sri Endah Wahyuningsih
mengutip Barda Nawawi Arief ketika menjelaskan tentang pembaian

pendekatan yang terbagi tiga yaitu , . %°

1. Pendekatan keilmuan yang teoritik ;
2. Pendekatan pemikiran hukum bersifat pembaharuan dan;
3. Pendekatan pemikiran hukum melalui komparasi atau

perbandingan;

Dalam buku Soedarto , beliau mengutip Adolf. F Schnitzer dalam

bukunya Vergleichende Rechtslehre (1945) : *°

“Die  Vergleichung hat sich als besonderer Zweig in
Rechtswissenschaft ers im XIX jahrhundert entwikkelt” (Perbandingan
pertama kali muncul pada abad ke -19 yang kemudian berkembang
menjadi cabang khusus dari ilmu hukum )

%8 Djoni Sumardi Gozali , Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common
Law, dan Hukum Adat) , Penerbit Nusa Media , Bandung , 2020 , him. 1

*® Sri Endah Wahyuningsih , Perbandingan Hukum Pidana dari prespektif Religious Law
System, Unissula Press :cetakan Il, semarang, 2013 , him.1

** Djoni Sumardi Gozali,Op.Cit., him.1
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Jadi , memang perbandingan baru berkembang di abad ke — 19
yang tujuan nya rekronstruksi hukum dan menjadi cabang ilmu hukum
khusus . Kemudian ada ilmuwan bernama Rudolf B. Schlesinger pada

bukunya Comparative Law juga menyatakan bahwa:

“Comparative Law adalah metode untuk menyelidikki yang
bertujuan pada memperoleh pengetahuan yang lebih jauh
tentang bahan hukum tertentu”

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwasanya perbandingan
hukum adalah metode untuk menyelidikki denga tujua yang sama yakni

pengetahuan dan pembaharuan sistem hukum dan yang lainnya .

Berdasarkan berbagai sudut pandang tersebut , maka perbandingan
hukum dapat dikatakan sebagai metode dan ilmu . Beberapa ahli
berpandangan ada yang menjadikan perbandingan hukum sebagai metode
ada juga sebagai ilmu , tetapi adapun ahli yang berpandangan setuju
terhadap keduanya yakni Sunaryati Hartono dan Soerjono Soekanto.*
Perbandingan hukum sebagai metode Menunjukkan perbedaan dan
persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum

yang dipelajari. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan maka tata cara dalam

membandingkan sistim hukum yan gberlaku inilah yang dijadikan ilmu .

1 1bid, him 1 — 2.
*2 |bid, him 10 — 11.
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Perbandingan hukum memiliki beberapa cabang seiring

berkembangnya waktu timbul lah sub spesialis , Edonard Lamber

menyatakan ada 3 cabang dari perbandingan hukum . **

1)

2)

3)

Descriptive comparative law , studi yang merangkum bahan dan
kajian tentang sistim hukum dengan didasarkan pada kaedah
hukum , serta sangat memperlihatkan analisa deskriptif dari bidag
bidang hukum .

Comparative history of law, studi perbandingan mengenai filsafat
hukum , sejarah hukum , sosiologi hukum , dan antropologi
hukum.

Comparative legislation atau comparative jurisprudence
(proper),studi yang menitikberatkan pada upaya dalam menentukan
dasar perbandingan pada hukum nasional dari beberapa
perbandingan yang kemudian disatukan dan akan membentuk
suatu pembaharuan pada ilmu hukum serta kesadaran hukum secara

menyeluruh bahakan internasional .

Berdasarkan teori yang ada dalam perbandingan hukum pidana atas

pembagian tersebut maka , perbandinan hukum pidana yang digunakan

dalam penelitian ini adalah berupa metode untuk memperbandingkan

antara 2 aturan hukum untuk membandinkan dan melihat urgensi dari

pentingnya hukum dari berbagai negara yang dalam hal ini terkait judul

yang penulis tulis.

** Ibid, him 21 .
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3. Sistem Peradilan Pidana
Sistem peradilan pidana (SPP) ‘“sistem” dan “peradilan
pidana”.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) SPP adalah
seperangkat unsur yang saling berterkaitan satu sama lain sehingga
menumbuhkan satu-kesatuan.®* Anatol Rapport mengemukakan pengertian
sistem yaitu:

“entire which function as an entire by way of virtue of the
interpendence of its part

Menurus Campbell sistim ialah bagian-bagian yang saling
berhubungan antara satu dan yang lain yang berkerja sama untuk
mewujudkan satu tujuan.®® Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan
suatu rangkaian yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu yakni
untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.*®

Sistem Peradilan Pidana  memiliki 4 susb sistem dalam
penegakkan hukum , yaitu :

1.Kepolisian;
2.Kejaksaan;
3.Pengadilan, dan;

4.Lembaga Pemasyarakatan

3 Kbbi.web.id, “ Sistem”, https://kbbi.web.id/sistem, diakses pada tanggal 7 September
2021 pukul 09.45 WIB

% Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, dan Taslim , Loc.Cit. , him.11-12

% R. Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana
Di Beberapa Negara, UNISSULA PRESS (Semarang, 2020), www.journal.uta45jakarta.ac.id.
,diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.44 WIB , him. 1
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Sistem peradilan dari sub-sub sistem tersebut saling berkaitan atau
berhubungan untuk mencapai satu tujuan yakni menanggulangi suatu
kejahatan.®” Mengutip pendapat Romli Atmasasmita dalam buku yang ia
terbitkan berjudul Sistem Peradilan Pidana Kontemporer yaitu :*®

“ SPP tergolong dalam suatu penegakan hukum sehingga di dalam
nya terdapat aspek hukum yang menfokuskan pada bekerjanya peraturan
perundang-undangan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi suatu
kejahatan, dan juga memiliki tujuan meruju pada mencapai kepastian dari
aturan hukum. Disisi lain, bilamana didalam SPP mengandung aspek
sosial yang menekankan pada kegunaan, maka SPP ini ialah bagian dari
social defense ”

SPP di dalam KUHAP merupakan SPP terpadu atau dengan
perkataan lain ialah Integrated Criminal Justice System, sub-sub sistem
(Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan)
dalam SPP, meskipun sub-sub sistem tersebut mempunyai tugas serta
kewajiban yang berbeda-beda antara satu sama lain, akan tetapi sub-sub
sistem dalam SPP ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
sama. Suatu sistem yang dapat menjaga kesepadanan dalam hal
melindungi kepentingan baik itu kepentingan Negara, masyarakat,

individu (yang dalam hal ini termasuk kepentingan pelaku dan korban dari

suatu kejahatan). Kemudian Muladi berpandangan bahwasanya makna

%" Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif- Alternatif Dalam Penegakan Hukum
Pidana”, Jurnal Hukum, Vol.14 Tahun 2007,https://journal.uii.ac.id/lUSTUM/article/view
[1064/1805 , diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.57 WIB , him.217.

% Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, Jurnal
lImu Hukum, Vol.lll, Nomor 8 Tahun 2016,
https://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA DALAM_PERKEM
BAN GAN.pdf, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.03 WIB him.9
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SPP terpadu ialah sinkronisasi dan juga penyesuaian anatara struktural,

substansial, serta kultural.®®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji
dari berbagai macam aspek seperti teori—teori hukum dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab
permasalahan dalam penelitian . *° Dalam kajian hukum normaatif terdapat
pendekatan yuridis normatif yang menjelaskanaturan hukum memerlukan
dukungan data dan fakta sosial yakni lebih kepada konsep hukum dan langkah —

langkah yang ditempuh yaitu langkah normatif. **

2. Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekan yang dapat digunakan dalam penelitian
hukum normatif yaitu:”
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau Statute Approach
Pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang
berkaitan dengan UU Pers , Kode Etik Jurnalistik dan kebijakan hukum pidana

yang ada di dalam KUHP

$Supriyanta, “KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Wacana Hukum,
Vol.VIII,Nomor 1 Tahun 2009,. https://media.neliti.com/media/ publications/23537-1D-kuhap-
dan-sistem-peradilan-pidanaterpadu. pdf , diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.23 WIB
, him. 12.

“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat”, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, him. 13-14.

1 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan 2 ,Bandung: Mandar
Maju, 2016,him. 87.



https://media.neliti.com/media/%20publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidanaterpadu
https://media.neliti.com/media/%20publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidanaterpadu
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b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan ditujukan terhadap memeperoleh makna dalam berbagai istilah
penting yang biasanya digunakan pada peraturan perundang-undangan dan lebih
secara konsepsional. Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian

hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum
ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara
lain (dapat 1 negara atau lebih). Dalam pendekatan ini harus memiliki objek

kajian yang sama untuk diperbandingkan .

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers . Lembaran
Negara Nomor 166/1999  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3887
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5) Undang —-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara Nomor 157/2009 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah deskripsi tentang bahan hukum
primer antara lain berupa buku-buku terkait, karya ilmiah, artikel, makalah
dan lainnya terkait permasalahan yang penulis teliti. > Bahan hukum
sekunder memiliki fungsi yaitu untuk mendukung bahan hukum primer
yang kemudian membantu dalam menafsirkan terkait bahan hukum primer
di dalam penelitian ini , bahan yang digunakan yaitu:
1. Buku-buku yang terkait atau berterkaitan dengan permasalahan hukum
yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;
2. Jurnal hukum , artikel , karyailmiah yang berterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang akan menjelaskan dan menginformasikan
makna yang dalam bahan hukum sekunder dan primer . Bahan hukum
tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), Kamus Hukum,
Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan

penelitian ini.**

“* Ibid. ,hIm. 86 .
* Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif “, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,
him. 13.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang diperoleh dari cara StudiKepustakaan (Library Research)
yang mana pengumpulannya dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan
hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan
menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secaara deskriptif
dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang kemudian dijadikan satu dan bahannya berterkaitan

dengan permasalahn yang dibahas.**

5. Analisis bahan hukum

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
yaitu prosedur pemecahan masalah yang mengacu pada studi kuantitatif, studi
komparatif (perbandingan), serta dapat juga dijadikan sebuah studi korelasional
(hubungan) antara unsur satu dan lainnya. Penelitian ini meliputi penyatuandata,
analisis sebuah data, dan interprestasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan,

kemudian dirumuskan dandisimpulkan.*

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Metode yang dilakukan adalah metode deduktif, yaitu suatu pokok pikir
yang berdasar pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah
kesimpulan pada data dan fakta yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini

merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

* Bahder Johan Nasution , Op. Cit., him. 100-104.
** Soerjono Soekanto & Sri Memuiji ,Loc. Cit., him. 52.



24

untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
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